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INTISARI

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP) di Dusun Sidomulyo
Desa Trimulyo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman tergolong ke dalam KTP
secara Swadaya, karena seluruh biaya yang timbul akibat kegiatan ini
ditanggung secara penuh oleh peserta KTP yang bersangkutan. Kegiatan KTP
secara swadaya ini merupakan inisiatif Koperasi Pegawai Pemda Kabupaten
Sleman (KP2KS) untuk menyediakan persiapan tanah permukiman bagi 126
orang anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian proses
pelaksanaan kegiatan KTP secara swadaya di Dusun Sidomulyo Desa Trimulyo
Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan KTP secara
swadaya dimaksud.

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif dengan lokasi penelitian
Dusun Sidomulyo Desa Trimulyo. Populasi penelitian adalah seluruh peserta
konsolidasi tanah perkotaan secara swadaya, yaitu sebanyak 126 orang. Sampel
yang diambil sebanyak 20 % atau 26 orang, dengan teknik pengambilan
sampelnya menggunakan simple random sampling. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara, kuesioner, studi dokumen dan observasi langsung
ke lapangan. Teknik analisis data yang dilakukan adalah deskriptif komparatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pelaksanaan KTP secara Swadaya di
Dusun Sidomulyo Desa Trimulyo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman belum
sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor4 Tahun 1991 tanggal 7 Desember 1991 tentang Konsolidasi Tanah dan
Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 410-1078 tanggal 18
April 1996 tentang Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah. Hal-hal penting yang
tidak sesuai antara lain: (1) tidak dilaksanakannya penyuluhan kepada peserta;
(2) tidak dibuatkannya surat pemyataan persetujuan; (3) pendataan subyek dan
obyek bukan oleh petugas KTP; (4) tidak dibuatnya peta pra desain; (5)
pembuatan peta Desai KTP tidak oleh petugas.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan KTP secara Swadaya di Dusun
Sidomulyo Desa Trimulyo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman dapat dilihat
dari hasil yang telah dicapai yaitu telah diterbitkan seluruh sertipikat hak atas
tanah, tidak ada sengketa tanah, telah diserahkan seluruh sertipikat, dan telah
dilaksanakan pemasangan tanda batas bidang tanah. Sedangkan penggunaan
tanah kapling baru untuk permukiman belum dilaksanakan oleh peserta karena
faktor biaya yang belum ada. Demikian juga dengan jalan yang direncanakan
belum tertaksana, baru sebatas penyediaan badan jalan dan belum dilakukan
pengerasan.

Untuk lebih mengkonkretkan keberhasilan kegiatan KTP secara Swadaya
ini hendaknya peserta KTP tersebut segera membangun kapling tanah yang
telah mereka peroleh. Dan bagi pelaksana KTP juga harus dipikirkan bagaimana
cara agar pembangunan sarana jalan yang direncanakan dapat segera
tertaksana, sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan KTP secara Swadaya
ini dapat tercapai.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di daerah perkotaan dengan

kondisi wilayah yang sangat terbatas, akan menimbulkan masalah

pertanahan yang cukup rumit. Salah satu masalahnya adalah

meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk sarana permukiman.

Dalam mengatasi masalah tersebut, Pemerintah telah melakukan

berbagai upaya dan kebijakan, termasuk peningkatan efisiensi

pemanfaatan dan penggunaan tanah bagi permukiman.

Usaha peningkatan efisiensi pemanfaatan tanah tersebut

dilakukan melalui kegiatan konsolidasi tanah. Dalam Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 disebutkan bahwa

konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai

penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha

pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk

meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya

alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Kegiatan konsolidasi tanah perkotaan (KTP) meliputi penataan

bentuk persil tanah yang tidak beraturan dalam lingkungan areal yang

direncanakan untuk permukiman menjadi persil-persil yang beraturan,



yang semuanya menghadap jalan dan dilengkapi penyediaan tanah

untuk prasarana jalan dan fasilitas umum dan sesuai dengan Rencana

Umum Tata Ruang Kota/Detail Tata Ruang Kota/Rencana Teknis Tata

Ruang Kota yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaannya, KTP ini ada yang dibiayai dengan dana

APBN dan ada yang dibiayai oleh masyarakat. Penyelenggaraan

kegiatan KTP dibiayai secara penuh oleh masyarakat dikenal dengan

istilah KTP secara swadaya, dimana tata cara pelaksanaannya tetap

mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor4Tahun 1991.

Namun dalam pelaksanaan KTP selama ini, masih terdapat

masalah yang bersifat teknis. Masalah yang sering muncul adalah

pada tahap Penyusunan Desain KTP dan Perhitungan Luas Kapling

Baru, yaitu adanya keberatan peserta terhadap perubahan bentuk fisik

dan luas tanahnya (Bappeda Tk.l Bali, 1998: 9). Sebelum tahap

Penyusunan Desain KTP dan Perhitungan Luas Kapling Baru, ada

tahap Pra Desain KTP yang merupakan langkah awal penataan fisik

rencana block peruntukan/penggunaan tanah pada lokasi KTP. Hasil

akhir dari Draft Block PlanlPra Desain ini adalah gambaran tata letak

kapling tanah dan rencana struktur jaringan jalan. Draf ini dapat

berubah sesuai dengan hasil musyawarah dengan peserta. Dengan

demikian, apabila tahap ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan

tentang pelaksanaan KTP, maKa tahap penyusunan Desain KTP tidak



akan dihadapkan lagi pada keberatan peserta akan perubahan bentuk

fisik dan luas tanahnya.

Pada tahun 2001, konsolidasi tanah perkotaan dilaksanakan di

Dusun Sidomulyo Desa Trimulyo Kecamatan Sleman Kabupaten

Sleman. Di lokasi ini KTP dilaksanakan atas permohonan masyarakat

setempat, sehingga dikategorikan sebagai KTP Swadaya. Menurut

keterangan Kasubsi Penataan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan

Kabupaten Sleman, dalam pelaksanaannya KTP di lokasi ini juga
4

)

mengalami masalah teknis, yaitu adanya peserta yang tidak setuju

dengan Desain KTP yang dibuat, terutama terhadap pengurangan luas

tanah mereka sehingga harus dilakukan pengukuran ulang. Akibatnya,

Desain KTP di lokasi ini pun terus berubah.

Hal ini menunjukkan ada tahap KTP yang tidak dilaksanakan,

terutama pada tahap penyusunan Pra Desain KTP, karena pada tahap

inilah dilaksanakan musyawarah dengan peserta KTP terhadap

adanya perubahan bentuk dan luas tanah yang baru. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa apabila ada tahapan KTP yang tidak

dilaksanakan maka akan mengganggu keberhasilan pelaksanaan

kegiatan KTP itu sendiri, karena seluruh tahapan tersebut merupakan

suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul "STUDI PELAKSANAAN

KONSOLIDASI TANAH PEKOTAAN SECARA SWADAYA Dl

DUSUN SIDOMULYO DESA TRIMULYO KECAMATAN SLEMAN

KABUPATEN SLEMAN."

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, maka penulis merumuskan

permasalahan dalam 2 (dua) pertanyaan penelitian berikut ini.

1. Apakah proses pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara

swadaya di Dusun Sidomulyo Desa Trimulyo Kecamatan Sleman

Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku?

2. Bagaimana keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan

secara swadaya di Dusun Sidomulyo Desa Trimulyo Kecamatan

Sleman Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

a. kesesuaian proses pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan

secara swadaya di Dusun Sidomulyo Desa Trimulyo Kecamatan



Sleman Kabupaten Sleman dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

b. keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan secara

swadaya di Dusun Sidomulyo Desa Trimulyo Kecamatan Sleman

Kabupaten Sleman.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi:

a. bahan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan keputusan

yang berhubungan dengan masalah konsolidasi tanah secara

swadaya bagi aparat pertanahan;

b. tambahan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang pertanahan,

khususnya konsolidasi tanah secara swadaya.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses/tahapan pelaksanaan KTP secara swadaya di Dusun

Sidomulyo Desa Trimulyo, belum sepenuhnya sesuai dengan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun

1991 tentang Konsolidasi Tanah dan Surat Edaran Menteri negara

Agrari/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomro 410-1078

tanggal 18 April 1996 tentang Petujuk Teknis Pelaksanaan

Konsolidasi Tanah. Hal-hal yang belum sesuai antara lain:

a. tidak dilaksanakannya penyuluhan kepada peserta KTP;

b. tidak dilaksanakannya pendataan subyek dan obyek oleh

satgas pelaksana;

c. tidak dibuatnya draft DKT;

d. pembuatan peta DKT tidak oleh satgas pelaksana;

e. pelepasan hak tidak dilakukan sendiri oleh masing-masing

peserta;

2. Pelaksanaan KTP di Dusun Sidomulyo Desa Trimulyo belum
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kegiatan fisik pembangunan jalan dan penggalian parit tidak

tertaksana sebagaimana mestinya. Disamping itu, pada lokasi KTP

secara swadaya di Dusun Sidomulyo Desa Trimulyo juga belum

ada kegiatan pembangunan rumah dalam rangka penggunaan

tanah kapling baru. Dalam pelaksanaan KTP ini, hasil yang dapat

diperoleh adalah:

a. telah diterbitkan seluruh sertipikat tanah peserta KTP;

b. tidak ada sengkerta tanah;

c. telah diserahkan seluruh sertipikat;

d. telah dilaksanakan pemasangan tanda batas bidang tanah.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan kegiatan KTP secara swadaya di waktu yang

akan datang, sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, karena seluruh tahapan KTP

itu merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Dengan

kata lain, satu tahap yang tidak dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan mempengaruhi

kelancaran tahap berikutnya.

2. Diharapkan kepada pelaksana KTP dan instansi yang terkait untuk

segera melaksanakan pembangunan jalan di Lokasi KTP, agar

hasil kegiatan ini dapat terlihat secara nyata oleh masyarakat.
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3. Diharapkan kepada peserta KTP untuk segera memanfaatkan

kapling tanahnya sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk

perumahan.

•
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